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PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

!

BUPATI WAY KANAN

)

bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang
terjadi pada struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi
dan karakteristik Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan
ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001,

bahwa perubahan beberapa ketentuan tersebut pada butir “a”
dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way
Kanan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka
mencapal visi Kabupaten;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat Il
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebaga:
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun
2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran
Daerah Nomor 28, tahun 2000).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor
30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2001 (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

Nomor: 1 Tahun 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS -DINAS DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-dinas Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 30, sebagaimana telah diubah untuk pertama
kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2001, yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 2.
diubah lagi untuk kedua kalinya sebagai berikut:

~

A. Ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 12 sampai dengan 26 Peraturan Daerah
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah. diubah

dan harus dibaca:

Pasal 1

12. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan:

3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Way Kanan,

14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Way Kanan;

_—_'__—___-'_-_l-——_————____—_—
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I5 Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan
Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan,

16. Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas
Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Way

Kanan;

17. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
18. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;

19. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan;

20. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan
Pertambangan Kabupaten Way Kanan.

B. Ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 dan S sampai dengan Pasal 19 Peraturan
Daerah Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah,

diubah dan harus dibaca:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah, yang terdiri
dari:

1) Dinas Pertanian;

2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

4) Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata;
5) Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;

6) Dinas Kesehatan;

7) Dinas Pendapatan Daerah;

8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangﬁm.

Pasal S

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di
atas mempunyal fungsi: .

(1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perternakan dan perikanan

serta informasi penyuluhan;
b. Pembenan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:
c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas di bidang pertanian, perternakan dan

perikanan;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan:
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

—_—
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(3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
C. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

(4) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, kebudayaan dan
pariwisata:

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:

¢. Pembinaan terhadap Cabang Dinas di bidang pendidikan dasar, kebudayaan dan
pariwisata;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

(5) Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah, pendidikan luar
sekolah, kepemudaan dan keolahragaan:

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

¢. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dj bidang pendidikan menengah, pendidikan
luar sekolah, pemuda dan olah raga;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

(6) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan:

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dj bidang kesehatan:
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

(7) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah.
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
¢. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendapatan

Daerah:
d. Pengelolaan urusan ketatausahaaft Dinas.

b

(8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmi grasi;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:
¢. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

(9) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

S |
-
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Bagian Pertama
DINAS PERTANIAN

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertaman, terdiri dari:

a. Kepala Dinas:;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum:

3) Sub Bagian Keuangan;

4) Sub Bagian Kepegawaian

C. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan:

1) Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman:

2) Seksi Prasarana dan Sarana;
3) Seksi Pembenihan dan Peningkatan Produksi:

4) Seksi Bina Usaha Tani:
5) Seksi Penyuluhan dan Informasi

d. Sub Dinas Peternakan, membawahkan-

1) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;

2) Seksi Bina Usaha Peternakan:
3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi:

4) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Kesmavet;
5) Seksi Penyuluhan.

e. Sub Dinas Perikanan, membawahkan:

1) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan:
2) Seksi Bina Usaha Perikanan dan Penangkapan;

3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi:
4) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan:

5) Seksi Penyuluhan.

f. Sub Dinas Ketahanan Pangan, membawahkan

I) Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi:

2) Seksi Pemantauan Distribusi Pangan:
3) Seksi Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

d. Cabang Dinas |

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pembentukan Cabang Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing
jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Daerah inj.

Peraturan Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2002



Bagian Kedua
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dart:

a. Kepala Dinas:

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum;

3) Sub Bagian Keuangan;

4) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Kehutanan, membawahkan:

1) Seksi Pembinaan Pengelolaan Hutan;

2) Seksi Bina Produksi;
3) Seksi Perizinan Usaha Hutan;
4) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan.

d. Sub Dinas Perkebunan, membawahkan:
1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Perkebunan;

2) Seksi Perbenihan dan Produksi;

3) Seksi Proteksi Perkebunan;
4) Seksi Pengolahan, Mutu dan Pemasaran.

e. Sub Dinas Penyuluhan, membawahkan:
1) Seksi Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia;

2) Seksi Prasarana dan Sarana,
3) Seksi Penyuluhan.

f Cabang Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdin dari:

a. Kepala Dinas,

w
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b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
I) Sub Bagian Perencanaan:
2) Sub Bagian Umum:
3) Sub Bagian Keuangan;
4) Sub Bagian Kepegawaian.

C. Sub Dinas Perindustrian, membawahkan:
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
2) Seksi Usaha Perindustrian:
3) Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama;
4) Seksi Perijinan.

d. Sub Dinas Perdagangan, membawahkan:
l) Seksi Pembinaan dan Pengembangan:;

2) Seksi Usaha Perdagangan;
3) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;

4) Seksi Metrologi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN DASAR, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata.
terdir1 dari;

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan: ,

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum;

3) Sub Bagian Keuangan;,

4) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-k;anak dan Sekolah Dasar, membawahkan:

1) Seksi Kurikulum;
2) Seksi Tenaga Teknis;
3) Seksi Data dan Statistik.

d. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:

1) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya
2) Seksi Kepurbakalaan;

3) Seksi Kesenian:

4) Seksi Bahasa, Sastra dan Tulisan.

_—_——mm
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e. Sub Dinas Pariwisata. membawahkan:

1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;

2) Seksi Sarana Pariwisata;
3) Sekst Penyuluhan dan Pemasaran Pariwisata.

f.  Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan:

1) Seksi Inventarisasi;
2) Seksi Gedung dan Perabot;
3) Seksi Penghapusan. -

g. Cabang Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pembentukan Cabang Dinas dan penjabaran tugas dan [ungsi dari masing-masing
jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan
dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V Peraturan Daerah in1.

Bagian Kelima
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH, LUAR SEKOLAH,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan
Olah Raga, terdiri dan:

a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan,
2) Sub Bagian Umum;

3) Sub Bagian Keuangan,

4) Sub Bagian Kepegawaian.

¢ Sub Dinas SLTP dan SLTA, membawahkan:

1) Seksi Kurikulum;
2) Seksi Tenaga Teknis;
3) Seksi Data dan Statistik.

d. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahkan-

1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
2) Seksi Pembinaan Generasi Muda;
3) Seksi Olah Raga

———
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€. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan:

1) Seksi Inventarisasi:
2) Seksi Gedung dan Perabot:
3) Seksi Penghapusan.

t.  Cabang Dinas:

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(i) Pembentukan Cabang Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing

Jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan Menengah, Luar
Sekolah dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam LampiranV Peraturan

Daerah 1ni.

Bagaian Keenam
DINAS KESEHATAN

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum;

3) Sub Bagian Keuangan;

4) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

1) Seksi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
2) Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS):
3) Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta/Khusus;

4) Seksi Farmasi.

d. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan LLingkungan,
membawahkan:

[) Seksi Pemberantasan Penyakit;

2) Sekst Pencegahan Penyakit;
3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.

e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, membawahkan:

1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga éerencana;
2) Seksi Gizi Masyarakat;

3) Seksi Kesehatan Bayi dan Anak;

4) Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

_—_—mmmm———————

Peraturan Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2002



f. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

1) Seksi Usaha Keschatan Institusi:

2) Seksi Peran-scerta Masyarakat dan JPKM:

3) Secksi Pembinaan Pengobatan Tradisional:

4) Seksi Penycbarluasan Informasi, Pengembangan Media dan Sarana.

8. Unmit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari
masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan scbagaimana tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daecrah, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum;

3) Sub Bagian Keuangan;

4) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Pendapatan dan Penctapan, membawahkan:

1) Seksi Pendataan dan Pendafiaran;
2) Seksi Pengelolan Data dan Informasi;

3) Seksi Penetapan; '
4) Seksi Pemeriksaan.

d. Sub Dinas Penagithan, membawahkan:

1) Seksi Pembukuan dan Verifikast,

2) Seksi Penagthan dan Perhitungan;

3) Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan,
4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

e. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:

1) Seksi Penata-Usahaan,
2) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;

3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;
4) Seksi Legalisast dan Pembukuan Surat-surat Berharga.
f Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan:

1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
3) Seksi Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.
e
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g.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pen'{benttlka_n Unit Pelaksana Teknis Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi darl
masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V11 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdir daru.

a Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum,

3) Sub Bagian Keuangan;

4) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, membawahkan:

1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
2) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;

3) Seksi Rehabilitasi Sosial,
4) Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial.

4 Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahkan:

1) Seksi Pencmpatan dan Perluasan Kerja;

2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja,
3) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja,
4) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja,

5) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

e Sub Dinas Transmigrasi, membawahkan:

1) Seksi Pendaftaran dan Pengerahan Mobilitas Penduduk;

2) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Transmigrast,

3) Seksi Pembinaan dan Peran-serta Masyarakat.

f Kelompok Jabatan Fungsional.

__—_____-__—_—_—_—_
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(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan scbagaimana tersebut di

atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V111 Peraturan Dacrah ini.

Bagian Kesembilan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, terdiri dari.

a. Kepala Dinas,

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Umum;

3) Sub Bagian Keuangan;

4) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan:

1) Seksi Tata Ruang;
2) Seksi Pengembangan Tata Perkotaan;
3) Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

d  Sub Dinas Bina Marga, membawahkan:

1) Seksi Jaringan Jalan;
2) Seksi Jembatan,
3) Seksi Perencanaan Konstruksi.

e Sub Dinas Pertambangan dan Energi, membawahkan :

1) Seksi Mineral dan Energi Non Migas,
2) Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan,

3) Seksi Penelitian.

£  Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

(e

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di

atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
L]

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum  dan

Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini

—-_—_—___—___...—-—-——————--————-'-‘-——_-__———
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C. Menyesuakan urutan p

asal-pasal dari Peraturan Daerah nomor 26 tahun 2000 yang
semula Pasal 20 men,

adh Pasal 15, dan P

: asal 21 sampai dengan Pasal 28 menjadi Pasal
16 sampal dengan Pasa] 23

Pasal 1]

Peraturan Daerah ini mylai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang

mengetahuinya memerintahkan pengundangan  Peraturan  Daerah im1 dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.
Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Maret 2002
BUPATI WAY KANAN

DTO.

. . Drs. TAMANURI, MM.
Diwindangkan di Blambangan Umpu

Pada tanggal 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DTO.

Hi. M. ABADI, S.H., MA.

Pembina Utama Muda
NIP. 460011678

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

LA —————

NASARUDDIN, SH.. MH.
Pembina
NIP. 710016 707

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2001 NOMOR SERI D

\_——__—“\
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PENJELASAN

NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH

. UMUM

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur
Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik Daerah, kemampuan
keuangan Daerah, dan ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan
perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001.

Perubahan tersebut mengutamakan pada penyempurnaan manajerial dengan
mengupayakan pemerataan beban kerja dengan titik berat pada upaya peningkatan
kualitas pendidikan dan pengelompokan bidang/ departemen yang relevan. yang
dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan lebih berdaya

guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai visi Kabupaten.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal | -
Cukup Jelas.

Pasal 11 :
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: 43

\_-——-————\‘
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LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR TAHUN 2002

ONAS PERTANIAN

BAGIAN TATA

USAMHA
SUB BAG IAN SUB BAGIA N
P ERE NCANA AN UMUM
SUB BAG IAN " SUB BAGIAN

KEUANG AN KEPBG A/NVA LIAN

SUB DINAS
PE R IaANAN

SJB DINAS
KETAHANAN
PANGAN

S UB DINAS
PERTERNA KA N

KELOMPOK
JAB A TAN
FUNG SIONAL

SE<S| ' SEKSI ——l EKSI &F " S
PENSG ENBANG AN PRASA RANA PRAS A RAN A KETERSEDIAMAN
LAHAN &PERLIND. | & SARANA & SARANA & MEWA T ADAMN

TA N AN AN FERT BRNA KAN PERI XANAN PANGAN DAN GILZ)
SEKSI SEKSH E K S
BNA USAHA l BINA US . a4A PEBEAANT AUA N
FET BRNAKAN PERI KA N DISTRIBUS!
| & FE NANGK AP AN P MNGA N
SBKS| SEKSI E XS u FE XS
PEVBEBENI HAN & PENGENMBANG AN FENGEMBANGAN P ENGAMNE XA FRA GAMA N
PENING KAT AN TEKNOL OGl & TEKNOLOG | KONS UMSI
PRO DLKSI PRO DUKSI & PROOUXS) P NGA N
SB<SI SErSI
BtJA USAKFA KE SEHAT AN
TA NI HEWAN & FrESH L
KESVMAVET
SBXSI SEKSI 5 <S)
PENYUL UHAN PENYUL UMHAN PENYULUMHAN
& | "NFORMASI |

' BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM.




LAMPIRAN II:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANANNOMOR 3  TAHUN 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

e P o

——

KELOMPOK
JABAT AN
FUNGSION AL

— —

e —

sSuUuB DINAS
KEMHUTANAN

SEKSI
PEMBI NAAN
PENGELOLAAN
HUT AN

- SEKS|
BINA
PRODUKSI

SEKSI
PERIZIN AN
U SAHA
HUT AN

c—

SEKSI
PER LINDU NG AN
OAN PENGA W ASAN
HUT AN

KEPA LA DINAS

BAGIAN
TATA USAHA

S uBBAG SUBBAG
PERENCANAAN UMUM

S ueBAG
KEUAN GAN

SUBBAG
KEPEGAVWWAIAN

R S S
SUB DINAS
PE RKEBUN AN

S uUB DINAS
PEN YU LUH AN

SEKS!
KELEMBAGAA N
D AN PERIJINAN
USAHA PER KEBUNA N |

S e S T

SEKSI
PERBEN!I HA N
DAN PR OD UKSI

SEKS|
PENYU LUH AN

SEKSI|
PROTEKSI
PER KEBUNAN

——

SEKSI

PENGOLAHAN,
MUTU

D AN PEMASARAN

CABANG DINAS

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



LAMPIRAN III :

i KEPALA DINAS \

KELOMPOK
JABA TAN
FUNGSIONAL

—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I BAG AN
I_ - TATA USAHA

SUB BAG

| | PERENCANAAN

ey

SUBBAG
UMUM

~ SUBBAG

SUB BAG
KE UANGAN

SUB DINAS
PERINDUSTRIAN

 SEKSH
PEMBINAAN DAN
P ENG EMB ANGA N

el

SEKS|

KUM USAHA
DAN
K ERAJASAMA

SEK S
USAHA
PE RINDUSTRIAN

KEPE GAW AIAN

SUB DINAS
P ER DAGANGAN

T

SEKS| SEKS!I
PE MBINAAN DA N USAHA
P ENGE MBA NGA N PER DA GAN GAN

SEKSI S EKSI { SEKS! |
‘ PE RIJINAN PENDAFTARAN ||| METROLOGI
& INFORMASI
| PE RUSAHAAN y
BUPATI WAY KANAN
DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DASAR, KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

LAMPIRAN IV

KBPALA DINAS

B AGI AN
TATA USA HA

SUBBAG  SUBBAG
PERENCANAAN umMmum
SUBBAG S UBBAG
KE UA NGAN KEPEGAWAIAN

— —— : — r
[ K ELOMP OK SUB DINA S SUB DINAS SUB DINAS
JAB ATAN P END IDIK AN KE BUD AY AA N P AR IWIS ATA
FUNGS IONA L TK & . .
SEKOLAH DAS AR .

SEKSI
OBYEK DAN
DAY A TARIK
WIS ATA

INVE NTARIS AS |

1 | TSEKSI
) KURIKULUM
l

SEKSI
TENAG A
TEKNIS

SE K5I
GEDUNGDAN
PERABOT

SEKSI
S AR A NA
PARWISATA

SEKS|
KE PURBAKALAAN

SE XS |
PENGHAP USA N

SEKS! SE KS | | | SEKS |

DATA DAN KES ENIWAN PENYULUHAN &
STATISTIK P EMA SA RAN

PARIWIS ATA

il S — e

SE KSI
BA HA SA ,
SASTRA
DAN TULISAN

BUPATI WAY KANAN

CABANG
OINAS DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



LAMPIRAN V :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN MENENGAH, LUAR SEKOLAH,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

| BA GIAN
| ) Ta TAa USAHA ]
SUBB AG S UBB AG
PE RE NCANAA N U MU A
T suBBAG s uBB AG
KE UA NGA N KE PEG AVWAILA N
_ _ . —
_ _ - : - T s -} J' — 1
<KEL OMP OK suB DINAS | S uB DINAS I S LB DINAS
JABA TA N S LT P DIK. LUAR SE K. SARANA DA N
FUNGSI ONA L D AN PE MU DA & . P RA SARANA
S LT A L OoLAH RAGA -
_l  SEKS| SE KSt T SEKS
_ K UR K UL UM PE ND ID KA N INVE NTARIS AS!
o LUA R
| l SEKOLAH
SEKSI | SE KSI SE St
- TENAGA l PEMBI NLaAa N GE DUNG DAN
TEKNIS S ENERASI | PERABOT
| MUD A
- SE KS I - SE KS1 SE IKSI |
DATA DAN | OLAHRAGA PENGHAP US AN
STATIS MK |
E ]
i
4 P — — »~ " “
DINAS

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANANNOMOR 3  TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

L

BAGI AN
TATA USAHA

LUBBAG
PERENCANAAN | LM UM

SLBBAG
KEUANGAN

e T ==
B Sl i
e

g iy S = A=Y “%
KELO MP OK SUB DINAS SUB DINAS [ SUB DINAS SUB DINAS
JABATAN PELAYANAN _ DECECAHAN KESEHATAN FENY ULUHAN
FUNG S ONAL KESEHAT AN ASAN - KELUARGA KESEMHATAN
MASY ARAKAT DNMRESH. UNERENSAR MASYARAKAT

ey

SEKS!

SEKS!

SEXSI SEXSI
RUMAMH SAKIT PEMBERANT ASAN KESEHATAN IBU L5 A HA
PEMERINTAH PENYAKIT DANKELUARGA FESEHATAN
DAN SWASTA BERBENCANA INSTITUS
SB(S]) SEes| SEKSI SEKSI
PUSAT KESEHATAN PENCES AHAN GLZ1 PERAN SERTA
MASY ARAKAT PENYAKIT MASYARAKAT MASYARAWKAT '
(PUSKE SMAS) & JPKM
SEXSI SEXSI SEKSI " SEKSI
PELAYANAN PENYEHATAN FESEHATAN PEMBMNA AN
KESEHATAN LINGKUNGAN DAN BAYI & ANAK PENGOBATAN
SWAST AKHUSUS PERMUK IMAN TRADIS IO NAL

i

SESI SEXSI SEKSI
FARMASI VESEHATAN PENYEBAR LULAS AN
USIA LAN UT INFORMAS|, PENG BV B.

MEDIA B SARANA

BUPATI WAY KANAN

UNITFPELAKSANA
TEMNIS DINAS

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



LAMPIRAN VII:

KEPALA DINAS
PEND A

o i - - e —

BAG IAN
TATA USAHA

SUBBA G
PEREN CAN AAN

~ SUBBAG
KEPEGAW AIAN

- — = | =
M e — = — S —_— -
KELOMPOK SUB DINAS SUBDINAS d suB DINAS suUB DINAS
JA BATAN PENDAPATANSE PEN AGI HAN RETRIBUS | BAGIHASIL
FU NG SIONAL PE NETAPAN DA N PEN DAPA TAN PE NDAP ATA N
LAIN L AIN
SEKSI SEKSI SEKSI
PEND ATAAN PEMBUKU AN DAN BAGIHASIL
D AN PEND AFTAR AN VERIFIKASI i PAJAK
SEKSI SEKSI SEKS] SEKSI
PE NGELOLAAN PENA Gl HAN | PENER IMAAN BAGIHASIL
DATA D AN & PE RHITUNGAN RETRIBUSI DAN BUKAN PAJAK
IN FOR MASI PE NDA. LAINLAIN i
SEKSI SEKSI ' SEXSI SEKSI ]
PENETAPAN RESTITUSI PENER IMAAN PER-UU AN
DAN PEMINDAH - BUMD DAN ODAN PEN GCA JIAN
BUK UAN PE NDA., LAIN{L AIN PEN DAFPATAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERIKSAAN PER TMBANGAN LEGALISASI DAN
8 KEB ERATAN PEMBU MUAN
SURAT-2 BE RHARGA

s ST 2l X R ST

‘ UNITPELAKS ANA
TEKNIS DINAS

B BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAFUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPALA DINAS

BAGIAN
TATA USAHA

B s
KELOMP OK
JABATAN

FUNG SIONAL

—

"SUBBAG
. PERENCANAAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
UMUM

SUBBAG
KE P EG AWAIAN

— A —

SUB DINAS
KESEJAHTE RAAN
SOSIAL

SEKS .
PEMBE RDAYAAN

SOSIAL

SEKS
BI NA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

REHABILIT AS l

SOSIAL

SEKS

SEKS
Bl NA
ORGANISASI DAN

SuB DINAS

TENAGA KERJA

SEKSI |

PENEMPATAN |

DAN PERL UASAN
KER JA

PELATIHAN DAN
PR ODUKTIVITAS
TENAGA KER JA

SEKSI

HUBUNGARN
INDUSTRIAL &

PERS ARATAN KERJA

BANTUAN SOSIAL

SEKS! S
KE SEJAHT ERAAN
TENAGA
K ER JA

=

SEKSI
PENGAWASAN
KETENAGA-
KERJAN

SUB DINAS
TRANSMIG RASI

SEKSI
PEND AF TARAN D AN * |
PENGE RAH AN 2 ¥
MOBILITAS PENDUD UK

SEKSI
PENYIAPAN D AN
PENATAAN KAVWASAN
TRANSMIGRASI

SEKSI
PEMBINAAN &
PERAN SERTA
MASYARAKAT

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WA‘Y_TKAN AN NOMOR 3  TAHUN 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN

BAGIKKN
TATA USAHA

SUBBA G sUBBA G
PE R E NCA NAAN UM U M
SsUBBA G SUBBA G
KEUA NG AN K EP EG AWAIAN

<E LOMPO K SUB DINAS
JABATAN CIPTA KARYA
FUNGS IONA L |

I SEKSI SEKSI

_ _ ~e=ea - ]
TATA RUANG ' 4 JA RING AN JALAN MINERAL DAN
ENERGI

NON MGAS

SEKS| SEKSI SEKSI
PENGENBANGAN JENBATAN PE R TAMBANGAN
UmMuUM & KETE-

TATA PERKOTAAN |

" NAGA USTRIKAN

SEKSI
PENELITIAN

SEKSI
PERENCANAAN
KONSTRUKSI

UNIT PELAKSANA BUPATI WAY KANAN

TEKNIS DINAS

DTO

Drs. TAMANURI, MM.



